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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

. bahwa untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen,

distributor dan pengecer resmi kepada kelompok tani di Kabupaten
Hulu Sungai Utara, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2011;

. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan Menteri

Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2011, maka perlu merubah Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 2824 ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
99, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha
Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3102);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman,;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
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Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan,;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
Pengundangan,danPenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006
tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor :08/Permentan/SR.140/2/
2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/0T.140/4/
2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi
Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/
2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/SR.130/2011;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634
/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan
Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpks/0T.210/4/2003
tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan
Penggunaan Pupuk an-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpks/0T.210/4/2003
tentang Pengawasan Formula Pupuk an-Organik;
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Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian, jo. Peraturan Perdagangan Nomor 47/M-
DAG/PER/1/2007;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Taun 2011
tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun Aanggaran 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2010 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara 2011;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holrtikultura Nomor
521.34/174-SP tanggal 18 April 2011 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebutuhan
Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20) diubah

sebagai berikut;

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 dihapus;

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, berbunyi sebagai berikut;

Peraturan Bupati HSU Nomor 22 Tahun 2011

ttg Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2010 tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Setor Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

Him 4 dari 5



“Pasal 5

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi tersebut sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011, adalah:

a. Pupuk Urea = Rp. 1,600,-per Kg;

b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-per Kg;

c. Pupuk /SP.36 = Rp. 2.000,-per Kg;

d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) = Rp 2.300,-Per Kg;

e. Pupuk NPKpelangi (20:10:10) = Rp. 2.300,-per Kg;

f. Pupuk Organik = Rp. 500 -per Kg.”
Pasal Il

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai

pada tanggal 26 April 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP/ TTD

H.M.AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 26 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA, ([

_ Df8;/H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
A\ Pefhbina Tingkat I (IV/b)

CAP / TTD vy
“=NIP. 19660110 198602 1003

H.RISNADY BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 22.
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